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penyiapan SDM Aparatur ke depan
harus diarahkan pada peningkatan daya saing

yang komprehensif baik terkait penguatan
teknologi, infrastruktur,

dan sistem, maupun penguatan terhadap
penguasaan pengetahuan, networking, dan

kolaborasi.



AGENDA III MANAJEMEN KINERJA



PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini tidak lagi berfokus pada  
macroorganizational capacities di tingkat pusat, namun
harus juga memperhatikan microorganizational abilities
of governments di tingkat daerah.

Kepemimpinan Administator harus memahami
pengertian kerja sama terutama dalam konteks
pemerintah daerah, sebagaimana Patterson (2008)
dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerja sama antar
daerah (intergovernmental cooperation) dari adanya
kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih
pemda untuk memberikan pelayanan bersama atau
memecahkan masalah secara bersama- sama.

L E A R N  M O R E
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DESKRIPSI
SINGKAT

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan
kemampuan memahami konsep hubungan
kelembagaan, menyusun peta jejaring kerjasama antar
unit organisasi/lembaga,dan  menganalisis potensi
kewenangan dalam pelayanan publik dapat
dikerjasamakan.

HUBUNGAN KELEMBAGAAN 03

Setelah mengikuti mata pembelajaran ini, peserta
dapat:

Menjelaskan konsep kerja sama kelembagaan;1.
Menyusun peta jejaring kerjasama antar unit
organisasi/lembaga; dan

2.

Menganalisis potensi kewenangan dalam
pelayanan publik dapat dikerjasamakan.

3.







AUPB 
Asas Umum PemerintahAN

yang baik

Kepastian Hukum1.
Kemanfaatan2.
Ketidak berpihakan3.
Kecermatan 4.
Tidak menyalahgunakan kewenangan5.
Keterbukaan6.
Kepentingan Umum7.
Pelayanan yang baik8.

(Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan)
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Konsep Hubungan Kelembagaan 
Pusat - Daerah

2







Ketentuan
Mendasar 

(1) Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan
kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah. **)

PASAL 18 A PASAL 18 B

(2) Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-
undang. **)

(1) Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan
undang-undang. **)

(2) Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang. **)

Hubungan Kewenangan Pusat – Daerah Berdasarkan UUD 1945











POTENSI KEWENANGAN 
DAPAT DIKERJASAMAKAN

Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah
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Eksternalitas (Spill over)

Akuntabilitas

Efisiensi

Kepentingan Strategis Nasional



ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA

LOKASI Urusan pemerintahan yang lokasinya
lintas daerah provinsi atau lintas negara

Lintas daerah
kab/kota

Berada dalam daerah
kabupaten/kota

PENGGUNA Urusan pemerintahan yang penggunanya
lintas daerah provinsi atau lintas negara

Lintas daerah
kab/kota

Berada dalam daerah
kabupaten/kota

ANFAAT/ DAMPAK
Urusan pemerintahan yang
manfaat/dampak negatifnya lintas daerah
provinsi atau lintas negara

Lintas daerah
kab/kota

Berada dalam daerah
kabupaten/kota

PENGGUNA

SUMBER DAYA 

Urusan pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Lebih efisien apabila
dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi

Lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota

LAINNYA Urusan pemerintahan yang peranannya
strategis bagi kepentingan nasional

KRITERIA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
(Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)



No. Kewenangan Keterangan

1
Tujuan Kegiatan
Konsevasi

Untuk mengetahui sejauh mana peran daerah dapat melengkapi peran pusat
dalam pengelolaan kawasan konservasi 

2  Kewenangan 

Kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat,
sebagaimana UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Peraturan ini
menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi desentralisasi di bidang
konservasi 
Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan
kawasan, perlindungan, dan pengawasan serta berbagai kegiatan lainnya
yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi yang seringkali
dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat. 
Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengelolaan
kawasan konservasi rendah

KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI 
DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR



No. Kewenangan Keterangan

3 Potensi kewenangan
daerah dan masyarakat

Ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan
kawasan konservasi yang belum terakomodir dalam peraturan pusat 
Inisiatif tersebut dituangkandalam bentuk peraturan daerah tentang
kehutanan masyarakat yang salah satu bagiannya memuat tentang
kegiatan konservasi lokal 
Dalam praktik di lapangan, kegiatan konservasi lokal belum berjalan
sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat
pada nilai�nilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan
pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan
pengalaman sebelumnya. 
Ke depannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi
terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan
konservasi di tingkat lokal. 
Aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi
referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi. 
Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun
kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah.

KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI 
DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR



No. Kewenangan Keterangan

3 Potensi kewenangan
daerah dan masyarakat

Ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan
kawasan konservasi yang belum terakomodir dalam peraturan pusat 
Inisiatif tersebut dituangkandalam bentuk peraturan daerah tentang
kehutanan masyarakat yang salah satu bagiannya memuat tentang
kegiatan konservasi lokal 
Dalam praktik di lapangan, kegiatan konservasi lokal belum berjalan
sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat
pada nilai�nilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan
pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan
pengalaman sebelumnya. 
Ke depannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi
terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan
konservasi di tingkat lokal. 
Aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi
referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi. 
Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun
kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah.

4 Dana kegiatan Program hibah CIFOR dan Ford Foundation 

KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI 
DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR



No. Elemen Penelitian Keterangan

1 Judul Tesis
Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Desentralisasi: Konflk Kepentingan
Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam dalam Pembagian
Kewenangan Daerah Kota Batam 2007-2015

2 Permasalahan 

Adanya dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik
kewenangan anatara BP Batam dan Pemko Batam. Latar belakang dari
dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi
yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang
mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih
kewenangan ini yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah. 

3 Hasil Penelitian

Dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam merupakan
akibat dari ketidaktegasan regulasi yang mengatur hubungan antar
instansi di daerah serta hubungan pusat dan daerah. Besarnya
kepentingan ekonomi politik pusat di Kota Batam, sehingga desentralisasi
sebagai amanat UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik di Kota
Batam. Untuk itu diperlukan ketegasan sikap politik pusat untuk
mengakhiri konflik antar dua instansi ini.

KONFLK KEPENTINGAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DAN PEMKO BATAM 
DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BATAM 2007-2015



No. Elemen Penelitian Keterangan

4 Rekomendasi Pemerintah Pusat disarankan memberikan desentralisasi asimetris
melalui reorganisasi struktur untuk mewujudkan Kota Industri Batam. 

5 Keywords Dualisme kewenangan, konflik kepentingan, desentralisasi

KONFLK KEPENTINGAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DAN PEMKO BATAM 
DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BATAM 2007-2015



klasifikasi/anatomi
urusan

pemerintahan
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01 - Absolut 02 - Konkuren 03 - Pem.an Umum
Urusan pemerintahan

absolut adalah
urusan pemerintahan

yang sepenuhnya
menjadi kewenangan

pusat (Pasal 9 ayat
(2)) dan  tidak

berhubungan dengan
asas desentralisasi

atau otonomi.
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 klasifikasi urusan pemerintahan

 Urusan
pemerintahan yang

dibagi antara
pemerintah pusat
dan pemerintah

daerah (provinsi dan
kabupaten/kota),

(Pasal 9 ayat (3) UU
Nomor 23 Tahun

2014) 

Urusan pemerintahan
yang menjadi

kewenangan Presiden
sebagai kepala
pemerintahan



No Kategori Pengaturan
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Absolut Konkuren Pemerintahan Umum

1. Pelaksanaan

Dapat dilaksanakan
sendiri oleh
Pemerintah Pusat 
Dapat
didekonsentrasikan
kepada instansi
vertikal/Gubernur
sebagai wakil
pemerintah pusat 
Tidak dapat
ditugasperbantukan
kepada daerah
otonom, karena tidak
ada perangkat daerah
yang melaksanakan

Urusan pemerintahan
menjadi kewenangan
daerah dilaksanakan
berdasarkan asas
otonomi

Urusan pemerintahan
yang merupakan
kewenangan Presiden
sebagai kepala
pemerintahan, yang
pelaksanaannya di
daerah dilaksanakan
oleh Gubernur, Bupati
atau Walikota di
wilayahnya dibantu oleh
instansi vertikal

 prinsip-prinsip klasifikasi urusan pemerintahan



No Kategori Pengaturan
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Absolut Konkuren Pemerintahan Umum

2. Pendanaan Dibiayai dari APBN Dibiayai dari APBD Dibiayai dari APBN

3. Pengaturan lainnya

Pembentukan instansi
vertikal di daerah tidak
memerlukan
persetujuan Gubernur
sebagai wakil
pemerintah pusat di
daerah

Hak daerah adalah
mengatur dan
mengurus urusan yang
sudah diserahkan
kepada daerah sesuai
dengan aspirasi
masyarakat setempat
dan kondisi daerah
dalam prinsip NKRI
dengan berpedoman
pada NSPK

Gubernur bertanggung
jawab kepada Presiden
melalui Mendagri dan
Bupati/Walikota
bertanggung jawab
kepada Mendagri
melalui Gubernur
sebagai wakil
pemerintah pusat

 prinsip-prinsip klasifikasi urusan pemerintahan











Tingkat
Pemerintahan

Nama
Daerah

Fokus Penanganan

Provinsi

Jawa
Tengah

Sinergitas Program Penurunan Kemiskinan

Bengkulu Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekowisata Ekslusif

Jawa Timur Harmoni Pendidikan Vokasi 

Kerja sama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan
Publik



Tingkat
Pemerintahan

Nama
Daerah

Fokus Penanganan

Kabupaten

Temanggung Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan 

Poso
Peningkatan Kualitas SDM melalui Pemberantasan Penyakit
Schistosomiosis

Bangka Transformasi Daerah Tambang ke Pertanian dan Pariwisata

Kerja sama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan
Publik

Kerja sama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan
Publik

Kerja sama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan
Publik



Tingkat
Pemerintahan

Nama
Daerah

Fokus Penanganan

Kota

Semarang Peningkatan SDM melalui Sayangi Ibu dan Anak serta Kampung Tematik

Yogyakarta Penguatan Modal Sosial dan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 

Padang Kolaborasi Pemerintah Kota dan Perantau Minang

Kerja sama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan
Publik



CONTOH Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik
HARMONISASI VOKASI DAN JATIM CERDAS



CONTOH Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik



CONTOH Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL



CONTOH Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekowisata dan

Ekonomi Kreatif PROVINSI BENGKULU



CONTOH Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekowisata dan

Ekonomi Kreatif PROVINSI BENGKULU



TERIMA
KASIH




